RANCANGAN PERATURAN
TENTANG ANGGARAN PE
KABUPATEN TEMANGGUN

KEPUTUSAN DEWAN PERW.

PROVINSI JAWA TENGAH

AKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
G TAHUN ANGGARAN 2016

DAN RANCANGAN PERATURAN DAE
ADANGAN PEMILIHAN MUM

TENTANG PEMBENTUKAN DANA C
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TE

DENGAN RAHMAT TUHAN

Menimbang

Mengingat

PIMPINAN DEW
KAB

. Kabupaten Temanggung tentang

MANGGUNG TAHUN 2018
YANG MAHA ESA

AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
UPATEN TEMANGGUNG,

ran Komisi-Komisi DPRD

bahwa berdasarkan Lapo
hasil pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016, dan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018,

maka DPRD perlu menyatakan pendapatnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

" dimaksud dalam huruf a, DPRD perlu menyatakan

pendapatnya yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD

Kabupaten Temanggung;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

" Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



S.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan




14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Nomor 4719);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2
005 ten
Pengelolaan Keuangan Badan o

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3588);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29,

30.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4826);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Pendanaan
dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5272),

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengeolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



31.

32.

33.

395.

36.

37.

38.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan ;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4
Tahun 2005  tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Homor 4),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12
Tahun 2007 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 200_5 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Temanggung (Lembaran

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan  Pemerintahan Daerah Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2008 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11
Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan
Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung

Tahun 2008 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2008 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15
Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2008 Nomor 15 ) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2008 Nomor 23);



39,

40.

4].

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerjn Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008
Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Dacrah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011

Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 18);

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang

Pengelolaan  Barang Daerah  (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18
Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5
Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran daerah

Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7
Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan ;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penyuluhan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 8);



19,

50.

S1.

52,

55.

S57.

58.

59.

Pera
uran  Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9

Ta D
hun 201 tentang Bea Perolchan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (Lemba
ran D
Tahun 2011 Nomor 9); N Kninipasees Tenanggias

'lt"emturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
K:hun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah
bupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19
Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2011 Nomor 21);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2011 Nomor 26);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah
Kabupaten Temanggung 2011-2031(Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2
Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2012 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3
Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4
Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5
Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2012 Nomor 6);



0l.

62.

67.

69.

70.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7

Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lcmf;!;ﬂm
rr/)

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomo
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8
Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lcmbw"aﬂ
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 8);
Peraturan Daerah Kabupaten Temangguné NOITII)Ofkj?'
Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus 233 e
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun

Nomor 9);

paten Temanggung Nomor 10
busi Izin Mendirikan Bangunan

Temanggung Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabu_
Tahun 2012 tentang Retrl
(Lembaran Daerah Kabupaten

Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten
Tahun 2012 tentang Retribust
Daerah Kabupaten Temanggung

12
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
Izin Gangguan (Lembaran
Tahun 2012 Nomor 12);

Temanggung Nomor 11
Izin Trayek (Lembaran

Tahun 2012 Nomor 11);

Peraturan pater
Tahun 2012 tentang Retribusi

Daerah Kabupaten Temanggung

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13
Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012

Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1§
Tahun 2012 tentang Retribusi Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten

Temanggung Tahun 2012 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012

Nomor 26);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Temanggung Nomor 44);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8
tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah

Kabupaten Temanggung pada Badan Usaha Milik Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018 (Lembaran
Eacn;aahh Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 8,
ambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggun
Nomor 53); o ®



7).

72.

73.

74.

Memperhatikan : 1.

Menetapkan

:chran"ﬂﬂ Dae
An

rah Kabupaten Teman N 9
ggung Nomor

g‘:;r;OIS tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

: ggung Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Dacrah

Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 9);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

52 Tahun 2015
Pendapatan dan

Nomor 01
Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung
Tata Tertib DPRD Kabupaten
Tahun 2014 tentang . s g

Temanggung S€
Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun
bahan Atas Peraturan DPRD

Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung;

misi-Komisi DPRD Kabupaten Temanggung
atas hasil pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung tentang APBD Kabupaten

Temanggung Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang
Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Bupat
dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018' yang
disampaikan oleh Juru Bicaranya masing-masing di
depan Rapat Paripurna DPRD;

Laporan Ko

Musyawarah dan permufakatan para Anggota DPRD
Kabupaten Temanggung dalam Rapat Parpurna DPRD
Kabupaten Temanggung hari Rabu tanggal 2 Desember

2015;
MEMUTUSKAN :

KESATU . Menerima Keputusan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten
Temanggung tentang hasil pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2016, dan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan Dana
Cadangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Temanggung Tahun 2018.



KEDUA * Men

Yerahkan

Kabupaten Dacrah Kﬂbus:;cxlleb'll‘h lanjut atas Ranciiel
ancangan Temaﬂgg‘ung Tah emanggung tentang APBD
betitan Peraturan D, un Anggaran 2016, dan
By g Pemben aerah Kabupaten Temanggung
- Pati dan W ahlt”l,‘an Dana Cadangan Pemilihan Umum
. bagaimana dimak Bupati Temanggung Tahun 2018
epada Badan An sud Diktum KESATU Keputusan ini
melaporkan hasﬂgiara-m DPRD Kabupaten Temanggung dan
Kabupaten Teman gggg:ya kepada Rapat Paripurnd DPRD

KETIGA
. Ke utu . .
Putusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan-

di Temanggung

Ditetapkan
Desember 2015

pada tanggal 2
RAKYAT DAERAH

KETUA DEWAN PERWAKILAN
KABUPATEN TEMAN GGUNG

M. SUBCHAN BAZARI

Salin. :
loa;lﬂlfep}ltugan ini disampaikan kepada :
. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggunsg;

2. Yth. Bupati Temanggung.




